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TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL, MENARA PENGAWAS, GALIAN
TANAH DAN BOX CULVERT PADA BANDAR UDARA MUARA BUNGO

DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK

P

SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

bahwa pelaksanaan pembangunan Gedung Terminal, Menara Pengawas,
Galian Tanah dan Box Culvert pada Bandar Udara Muara Bungo
membutuhkan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran
Untuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal, Menara Pengawas,
Galian Tanah dan Box Culvert pada Bandar Udara Muara Bungo Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Selama 3 (tiga) Tahun Anggaran;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Menetapkan

dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA
ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
TERMINAL, MENARA PENGAWAS, GALIAN TANAH DAN BOX
CULVERT PADA BANDAR UDARA MUARA BUNGO DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 3 (TIGA)
TAHUN ANGGARAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;

3. Bupati adalah Bupati Bungo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi yang
dipimpinnya;

6. Menara Pengawas adalah sarana untuk mengamati proses pendekatan
pesawat hingga mendarat dan parkir ditempatnya serta proses lepas landas
hingga pesawat lepas monitor/lepas pandang;

7. Box Culvert adalah sarana untuk mengalirkan air secara efisien yang
berada di bawah permukaan perkerasan;

8. Bangunan Terminal Penumpang adalah semua bentuk bangunan yang
menjadi penghubung sistem transportasi darat dan sistem transportasi
udara yang menampung kegiatan-kegiatan transisi antara akses dari darat
ke pesawat udara atau sebaliknya, pemrosesan penumpang datang,
berangkat maupun transit dan transfer serta pemindahan penumpang dan
bagasi dari dan ke pesawat udara;

9. Galian tanah adalah proses penggalian tanah yang disertai dengan perataan
dan pemadatan tanah;

10. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran;

11. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana
anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran;

12. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa
pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang
moneter dan kondisi perekonomian;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

BABIII...... 4
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BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengikatan dana anggaran selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud untuk memenuhi dana
Pembangunan Gedung Terminal, Menara Pengawas, Galian Tanah Dan Box
Culvert Pada Bandar Udara Muara Bungo vyang kegiatan fisik
pembangunannya membutuhkan waktu selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan
pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu selama 3 (tiga) tahun
anggaran.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi.

BAB 111
BESAR DAN ALOKASI DANA
Pasal 4

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung
Terminal, Menara Pengawas, Galian Tanah Dan Box Culvert Pada Bandar

Udara Muara Bungo sebesar Rp.84.700.000.000,- (delapan puluh empat
milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas sebesar
Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), yang dirinci
sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Terminal sebesar Rp.41.000.000.000,- (empat
puluh satu milyar); dan

2. Pembangunan Menara Pengawas sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah).

b. Galian Tanah dan Box Culvert sebesar Rp.36.500.000.000,- (tiga puluh
enam milyar lima ratus juta rupiah), yang dirinci sebagai berikut:
1. Galian Tanah sebesar Rp.25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima

ratus juta rupiah); dan
2. Box Culvert sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).

c. Dana supervisi/pengawasan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua
ratus juta rupiah).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan untuk setiap tahun

anggaran sebagai berikut:

a. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.24.700.000.000,- (dua puluh
empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

b. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh
milyar rupiah); dan

c. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh
milyar rupiah).
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BAB IV
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 6

(1) Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi
perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga
nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan
perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun
jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukan dalam dokumen
pengadaan/kontrak.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI BUNGO,
ttd
H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO
ttd
USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 29



